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IDENTIFIKASI TRANSAKSI TERLARANG

A. Sewa-menyewa (ljarah)
1. Pengertian sewa-menyewa (ijarah)

Bentuk kegiatan manusia dalam ruang lingkup mu’amalah salah
satunya yaitu sewa-menyewa, dalam figh Islam disebut ijarah berasal
dari kata a/l-ajru yang berarti al-’iwadh (penggantian), dari sebab itu a/-
thawabu dalam konteks pahala dinamai al-ajru/upah.’

Sedangkan menurut Syara’, al-ijarahialah urusan sewa-menyewa
yang jelas manfaat dan tujuanya, dapat diserah terimakan, boleh dengan
ganti (upah) yang telah diketahui (gajian tertentu).” Seperti halnya
barang itu harus bermanfaat, misalnya rumah untuk ditempati, mobil
untuk dinaiki.

Secara terminologi, para ulama’ figh mengemukakan beberapa
pendapatnya, diantaranya:’

a. Menurut Ulama’ Madzab Hanafi mendifinisikan:

Artinya: “Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu
imbalan™ *

' Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Jilid III (Beirut: Dar kitabal-Arabi,1971), 177.
* Syamsuddin Abu Abdillah, Terjemah Fhathul Qarib, (Surabaya: CM. Grafika, 2010), 209.

> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Figh Muamalah), (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2003), 227.
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Artinya: “Suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat
yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan,
dengan cara memberikan imbalan tertentu.”>

c¢. Menurut Ulama’ Malikiyah® dan Hanabilah’ mendefinisikan:
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Artinya: “Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam
waktu tertentu dengan suatu imbalan.”

Dapat ditarik secara garis besar bahwa a/-jjarah adalah akad atas
manfaat yang diperbolehkan penggunaannya, yang jelas, yang
mempunyai tujuan dan maksud, yang memungkinkan untuk diberikan
dengan tidak mengurangi nilai barang yang dipinjam, dengan pengganti
(upah) yang jelas. Barang tersebut dapat diserahkan kepada penyewa
dengan ongkos yang jelas atau pasti.

2. Dasar hukum sewa-menyewa (7jarah)

Seperti halnya kegiatan mu’amalah lainnya, sewa-menyewa
(ijarah) memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, dalam
tujuan meringankan salah satu pihak atau saling meringankan antara
sesama, serta termasuk salah satu bentuk kegiatan tolong menolong
yang dianjurkan oleh agama asalkan sesuai dengan hukum yang telah

ditentukan.

* Alauddin al-Kasani, Badai’ Ash-Shanai’ fi Tartib Asy-Syara’i, juz IV, 174. Dalam Rachmat
Syafe’i, Figih Mu’amalah..., 121.

> Asy-Sarbaini al-Khatib, Mughni al-Mukhtaz, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Jilid II, 223. Dalam
Abdul Rahman Ghazaly, et al, Figh Muamalat..., 277.

6 Syarh al-Kabir Ii Dardir, Juz 1V, 2. Dalam Rachmat Syafe’i, Figih Mu’amalah..., 122.

"Tbn Qudamah, al-Mughni, Juz V, 398. Dalam Rachmat Syafe’i, Figih Mu’amalah..., 122.
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yang

ditetapkan oleh syara’berdasarkan al-Quran, al-Sunnah, dan Ijma’ para

ulama’. Adapun dasar hukum tentang kebolehan sewa-menyewa (7jarah)

sebagai berikut :
a. Al-Quran

1) Firman Allah surat a/-Talag ayat 6:

. 1’,}'%",’:/7,}//’1,59./
Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu,
untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya ...”*

2) Firman Allah surat a/-Bagarah ayat 233:
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Artinya: “... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang

lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan

pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang
kamu kerjakan.”

3) Firman Allah surat a/-Qasas ayat 26:

P

P>

F] P ) _ _ P > < E .- > 7z
sl Simenil o 75 D) el GSlL Lpds) CJi

@ Y]
Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya

bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita),
karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu

¥ Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro,
2010), 559.

? Ibid., 37.
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b. Al-Sunnah

Adapun al-Sunnah yang dijadikan sebagai dasar hukum
diperolehkannya akad sewa-menyewa adalah sebagai berikut:
1) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:
é aﬁ.a/abf;.%.o o9 oJ,>-T (L;.J-\ u.b_pb ;..Lﬂj ihcl.c ) ulw ;%ZM on=
(L§ )L>'e_,5\ o\j )) da_x.i

Artinya: “Rasulullah Saw berbekam dan memperi upah tukang
bekamnya. Seandainya Beliau mengetahui bahwa berbekam
makruh tentu Beliau tidak memberi upah”. (HR al-Bukhari)"!

2) Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:
o U ol onyy 6 = Cad O 5 oaf ¥ st
Artinya: “Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu
pekerjakan sebelum kering keringat mereka”. (HR. Ibnu
Majah)"?
c. [jma’
Pada masa sahabat telah berijma’ bahwa J7jarah dibolehkan
sebab bermanfaat bagi umat Islam." Tujuan disyariatkannya ijarah
adalah untuk meberikan keringanan kepada umat manusia dalam

pergaulan hidup, dengan transaksi sjarah kedua belah pihak

memperoleh manfaat 7jarah baik dalam bentuk sewa-menyewa

' Ibid., 388.

"'Ibnu Hajar al-*Asqalani, Bulughul Maram, diterjemahkan oleh Irfan Maulana Hakim, (Bandung:
PT Mizan Pustaka, 2010), 373.

2 bid., 389.
13 Rachmat Syafe’i, Figih Mu’amalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 124.
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Dengan tiga dasar hukum yaitu al-Quran, Hadith, dan Ijma’
maka hukum diperbolehkannya sewa-menyewa sangat kuat karena
ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalian hukum
Islam yang utama. Dari beberapa dasar di atas, dapat di pahami
bahwa sewa-menyewa diperbolehkan dalam Islam, karena pada
dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan
kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan
lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan. Sewa-menyewa
merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan
manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Rukun dan syarat sewa-menyewa (ijarah)

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad
atau transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Rukun mutlak adanya
dalam sebuah akad ijarah, layaknya sebuah transaksi 7jarah dapat
dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut ulama
Hanafiyah rukun 7jarah hanya satu yaitu 77ab dan gabul dari dua belah
pihak yang bertransaksi. Sedangkan menurut jumhur Ulama rukun zjarah

ada empat, yaitu:'*

'* Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat ..., 321.
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dan berakal. Oleh sebab itu orang yang belum atau tidak berakal,
seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan harta mereka atau diri
mereka (sebagai buruh) menurut mereka jjarafmya tidak sah."’
b. Sighat (ijab dan gabul)
Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa 7jab
dan gabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah
seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam
mengadakan akad Jjarah. Sedangkan gabul adalah suatu pernyataan
yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (imusta’yir) untuk
penerimaan kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya 7ab.'
c. Ujrah (vang sewa atau upah)
Upah atau imbalan dalam 7jarah berupa sesuatu yang bernilai, baik
berupa uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan
yang berlaku. Dalam bentuk imbalan ijarah bisa berupa benda
material untuk sewa rumah, gaji seseorang ataupun berupa jasa
pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah.

Asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.'’

15 Nasrun Haroen, Figh Muamalah..., 232.
16 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 116-117.
' Helmi Karim, Figh Muamalabh..., 36.
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manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak
sawah dan sebagainya. Sebelum melakukan sebuah akad ijarah
hendaknya manfaat yang akan menjadi objek 7jarah harus diketahui
secara jelas agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari baik
jenis, sifat barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan
dilakukan.

Dalam akad ijarah ada 4 macam syarat sebagaimana dalam akad

jual beli, yaitu:'®
1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan agid, akad, dan objek akad.
Syarat yang berkaitan dengan agid (adalah berakal, dan mumayyiz
menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi’iyah dan Hanabilah.
Dengan demikian akad 7jarah tidak sah apabila pelakunya (mu jir dan
mustajir) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, tamyiz
merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan
baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (mnafadz). Dengan
demikian, apabila anak yang mumayyiz menyewakan dirinya (sebagai
tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya

sah. Tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.

'8 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat ..., 321.
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kekuasaan (al-wilayah). Apabila si pelaku (agid) tidak mempunyai
hak kepemilikan atau kekuasaan (al-wilayah), seperti akad yang
dilakukan oleh fuduli (orang yang membelanjakan harta orang lain
tanpa izinnya), maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut
Hanafiah dan Malikiyah statusnya mauqguf (ditangguhkan) menunggu
persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi’iyah dan
Hanabilah hukumnya batal seperti halnya jual beli."’
3) Syarat sahnya ijarah
Untuk sahnya Jjjarah (sewa-menyewa) imam Syafi’i dan
Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (balig).
Perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum
dewasa menurut mereka adalah tidak sah, walaupun mereka sudah
berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk
(berakal).”’ Untuk sahnya jjarah harus dipenuhi beberapa syarat yang
berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu
sendiri. Diantara syarat sah akad jjarah adalah sebagai berikut:*'
a. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya
melakukan akad 7jarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa

melakukan akad ini, maka akad al-jjarah tidak sah. Syarat ini

19 1y
Ibid., 20.

2% Choiruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam...,53.

! Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., 322.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah

adalah maha penyayang kepadamu’.*

b. Manfaat yang menjadi objek a/-ijarah harus diketahui, schingga
tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang
menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan
manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya
dan berapa lama manfaat itu ditangan penyewa:

1) Objek manfaat, penjelasan objek manfaat bisa dengan
mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang
mengatakan “saya sewakan kepadamu salah satu dari dua
rumah ini”, maka akad ijarah tidak sah, karena rumah mana
yang akan disewakan belum jelas.”

2) Penjelasan masa manfaat adalah hal yang sangat penting dalam
penyewaan rumah berapa bulan atau tahun, kios, atau

kendaraan misalnya berapa hari disewa. Dalam masalah

2 Departemen Agama RI, A/-qur’an dan ..., 83.
* Ibid., 323.
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rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp. 150.000,-
sebulan, maka akad sewa-menyewa batal, karena dalam akad
seperti ini diperlukan pengulangan akad baru setiap bulan
dengan harga sewa baru pula. Sedangkan kontrak rumah yang
telah disepakati selama satu tahun itu akadnya tidak diulangi
setiap bulan. Oleh sebab itu, menurut mereka akad sebenarya
belum ada, yang berarti al-ijarahpun batal (tidak ada).
Disamping itu, menurut mereka sewa-menyewa dengan cara
diatas, menunjukan tenggang waktu sewa tidak jelas, apakah
satu tahun atau satu bulan. Akan tetapi, jumhur ulama
mengatakan bahwa akad seperti itu adalah sah dan besifat
mengikat. Apabila seseorang menyewakan rumahnya selama
satu tahun dengan harga sewa Rp. 100.000,- sebulan maka,
menurut jumhur ulama akadnya sah untuk bulan pertama,
sedangkan untuk bulan selanjutnya apabila kedua belah pihak
saling rela membayar sewa dan menerima sewa seharga Rp.
100.000,- maka kerelaan ini dianggap sebagai kesepakatan
bersama, sebagaimana halnya dalam bay’ al-mu’atah (jual beli

tanpa ijab dan gabul).**

* Nasrun Haroen, Fikih Muamalah..., 232-233.
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yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda
yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara
syar’i, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk
membersihkan masjid, menyewa dokter untuk mencabut gigi yang
yang sehat, atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir.
d. Objek al-ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’. Oleh sebab
itu, para ulama fikih sepakat mengatakan tidak boleh menyewa
seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk
membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan
rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat. Dalam kaidah fikih

dinyatakan

Rol - - o -0 s 8 - 0 0

555N dearall e jlmtiaY)
(menyewa untuk suatu maksiat tidak diperbo/le/hkan).25 /

e. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa,
misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri
penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk
menggantikan haji penyewa. Para ulama fikih sepakat mengatakan
bahwa akad sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan
haji merupakan kewajiban penyewa itu sediri. Terkait dengan

masalah ini, para ulama fikih berbeda pendapat dalam hal

» Rachmat Syafi’i, Figh Muamalah, cet.X (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 128.
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menggaji imam shalat, dan menggaji seseorang yang mengajarkan
al-Quran. Ulama Malikiyah berpendapat boleh hukumnya
menggaji seseorang untuk menjadi mu’azin dan imam tetap
disuatu masjid. Akan tetapi, ulama Syafi’iyah tidak membolehkan
menggaji seorang imam shalat. Namun seluruh ulama fikih sepakat
menyatakan bahwa seseorang boleh menerima gaji untuk
mengajarkan berbagai disiplin ilmu, baik ilmu agama, seperti fikih
dan hadith, maupun ilmu umum, seperti bahas, sejarah, dan ilmu-
ilmu eksakta, karena mengajarkan seluruh ilmu ini, menurut
mereka, bukanlah kewajiban pribadi tetapi kewajiban kolektif
(fardhu kifayah).*®

f. Objek al-jjarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan
seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab
itu tidak boleh dilakukan akad sewa-menyewa terhadap sebatang
pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur
pakaian.

g. Upah atau bayaran sewa dalam 7jarah harus jelas, tertentu, dan
sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Adapun syarat pembayaran

o2
sewa yaitu: !

26 113
Ibid., 235.

7 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Is/amic Banking, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 399-

400.
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itu hendaknya ditetapkan jenis, jumlah dan sifatnya.

2) pembayaran sewa dapat dilakukan dengan segera sebelum
memulai penggunaan barang sewa.

3) Sekiranya tidak disyaratkan bayaran sewa, maka dengan segera
kewajiban membayar sewa dimulai dengan pengendalian harta
yang disewa.

4) Sekiranya disyaratkan bayaran sewa selepas penggunaan, maka
pemberi sewa hendaknya menyegerakan penyerahan harta yang
disewa.

5) Sekiranya sewa ditetapkan mengikuti waktu, sepeti harian,
mingguan, bulanan dan tahunan, maka pembayaran hendaknya
dibuat pada akhir waktu yang ditetapkan. Kecuali jika ada
perjanjian lain.

6) Sekiranya harta yang disewa itu gagal dikendalikan untuk
mendapat manfaatnya maka gugurlah bayaran sewa, mengikuti
kadar kegagalan itu.

4) Syarat mengikatnya akad 7jarah (syarat kelaziman)
Disyaratkan dua hal dalam akad 7jarah agar akad ini menjadi
lazim (mengikat), yaitu:
a. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang

menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa
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fjarah dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya.
Misalnya sebagian rumah yang akan disewa runtuh. Apabila rumah
yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad 7jarah jelas harus
fasakh (batal), karena ma’qud ‘alayh rusak total, dan hal itu
menyebabkan batalnya akad.
b. Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan akad
ijarah. Misalnya udzur pada salah seorang yang melakukan akad,
atau pada sesuatu yang disewakan. Menurut Hanafiyah apabila
terdapat udzur, baik pada pelaku maupun pada ma’qud ‘alayh,
maka pelaku berhak membatalkan akad. Akan tetapi, menurut
jumhur Ulama akad 7jarah tidak batal karena adanya udzur selama
objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.”®
Pembayaran upah dan sewa

Menurut Abu Hanifah apabila ijarah suatu pekerjaan maka
kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan
tersebut, jika akad sudah berlangsung dan tidak ketentuan disyaratkan
dengan pembayaran tidak ada ketentuan penangguhannya, maka wajib
diserahkan upanya secara berangsur-angsur sesuai manfaat yang
diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syafi’i dan Ahmad

sesungguhnya mu jir (orang yang menyewakan) berhak dengan akad itu

* Wahbah al- Zuhaili, al-Figh al-Islamy Wa Adillatuhu, juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008),

546-547.
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(musta’jir) sudah menerima kegunaan.
Hak menerima upah bagi musta jir adalah sebagai berikut:
a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, upah harus
diberikan,berlandasan kepada hadits yang di riwayatkan Ibnu Majah

Rasulullah bersabda:

S0 - 0 o 0% o0& o _- - o s By Lo o -

ol e lshast (s wle d S gy 6 106 | as oy & e e
Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: Rasulullz;h saw.
Bersabda: berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya.”’

b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa,
kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat yang di-7jarafkan
mengalir selama penyewa berlangsung.*’

5. Sifat sewa-menyewa (zjarah)

Menurut ulama Hanafiyah, 7jarah adalah akad lazim yang
didasarkan pada firman Allah aufu bi al- ‘ugqud yang boleh dibatalkan.
Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada
pemenuhan akad.

Sebaliknya Jumhur Ulama’ berpendapat bahwa Jjarah adalah lazim
yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang

merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat.

% Abi Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah Bab Ijarah, (Bairut: Dalfikr, Juz I,
1434H/1995 M), 20.
% Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 121.
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dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun Jumhur Ulama’, jjarah tidak

batal tetapi berpindah kepada ahli warisnya.’'

Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa,
kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di
jjarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.*
6. Macam-macam sewa-menyewa (Zjarah)
Dilihat dari segi obyeknya ifjarah dibagi menjadi dua macam,

yaitu:

a. [ljarah yang bersifat manfaat a/-‘ayn (benda), misalnya sewa-
menyewa, rumah, ruko, kendaraan, pakaian, perhiasaan dan
sebagainya.

b. [ljarah yang bersifat pekerjaan a/-zimmah (jasa) disebut juga ijarah
ala al amal, yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk
melakukan suatu pekerjaan jjarah semacam ini menurut para ulama
figh dibolehkan seperti buruh bangunan, satpam, tukang jahit dan
sebagainya.’

Upah mengupah atas sebuah pekerjaan atau jasa seseorang, atau

juga dikenal dengan ijarah ala al-amal terbagi menjadi dua:

3! Rachmat Syafe’i, Figih Mu’amalah..., 125.
32 Hendi Suhendi, Figh Muamalah..., 121.

3 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003),
236.
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orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang
telah memberinya upah.
b. [ljarah musytarik
Yaitu Fjarah yang dilakukan secara bersama sam atau melalui
kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.*
7. Batalnya akad sewa-menyewa (7jarah)
Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya perjanjian
Ijarah antara lain adalah sebagai berikut:
a. Terjadinya aib/cacat pada barang sewaan
Maksudnya, apabila terjadi kerusakan pada barang yang
menjadi obyek sewaan ketika barang tersebut berada di tangan
penyewa (mustajir), yang mana kerusakan itu disebabkan kelalain
penyewa itu sendiri. Dalam hal ini pihak yang menyewakan
(mu’jir) dapat meminta pembatalan atas perjanjian sewa-menyewa
tersebut.
b. Rusaknya barang yang disewakan
Yaitu ketika barang yang menjadi obyek sewa-menyewa
mengalami kerusakan, sebab dengan kerusakanya atau musnah,
sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang

diinginkan.

3* Rachmat Syafe’i, Figih Mu’amalah..., 134.
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sewa-menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau
musnanya barang maka akad tidak mungkin terpenuhi lagi,
misalnya perjanjian sewa-menyewa karya, untuk menjahit bakal
celana, kemudian bakal celana itu mengalami kerusakan, maka
perjanjian sewa-menyewa karya itu berakhir diperjanjikan. Misalnya
yang menjadi obyek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah
yang diperjanjikan tersebut terbakar.
d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan
Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah apa yang menjadi
tujuan dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut telah tercapai, atau
masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan
ketentuan yang telah disepakati. >
Pandangan Mazhab Hanafi menambahkan bahwa adanya uzur
juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian
sewa-menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu
pihak. Adapun yang dimaksud uzur disini adalah suatu halangan
sehingga menyebabkan perjanjian  sewa-menyewa tersebut tidak
mungkin dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti halnya

tanah yang menjadi obyek sewa-menyewa disitu oleh aparat negara

3% Choirum Pasaribu, Hukum Perjnjian ..., 5.
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Sedangkan menurut pendapat jumhur, uzur yang dapat
membatalkan perjanjian sewa-menyewa adalah apabila obyek sewa-
menyewa tersebut mengandung cacat atau hilangnya manfaat dari
barang yang dipersewakan, seperti kebakaran dan dilanda banjir.
8. Kewajiban mu jir dan mustajir
Agar praktek sewa-menyewa dapat berjalan lancar dan tidak ada
pihak yang merasa dirugikan, maka perlu diperhatikan kewajiban-
kewajiban dalam sewa-menyewa, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Kewajiban bagi pihak yang menyewakan
1) Mengijinkan pemakaian barang yang disewakan dengan
meberikan kunci bagi rumah dan sebagainya kepada orang yng
menyewanya.
2) Memelihara kebesaran yang disewakan, seperti memperbaiki
kerusakan dan sebagainya.
b. Kewajiban bagi pihak penyewa
1) Membayar sewaan sebagaimana yang telah ditentukan
2) Membersihkan barang sewaannya, seperti menyapu halaman
dan sebagainya yang ringan-ringan
3) Mengembalikan barang sewaannya itu bila telah habis
temponya atau bila ada sebab-sebab lain yang menyebabkan

selesainya atau putusnya sewaan
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jadi kalu terjadi kerusakan karena kelalaiannya, kebakaran dan
sebagainya, ia wajib mengganti, kecuali kalu tidak karena
kelalaiannya.

2) Bagi penyewa diperbolehkan mengganti, pakai sewaannya oleh
orang lain, sekalipun tidak seizin yang menyewakan, kecuali
ketika waktusebelum akad ditentukan baahwa penggantian itu
tidk boleh adanya penggantian pemakaian.

3) Baagi orang yang menyewakan barang-barangnya boleh
menggantiakan barang-barang sewaannya dengan barang yang
seimbang dengan barang semula.

4) Kalau terjadi perselisihan pengakuan antara penyewa dan yang
menyewakan tentang upahnya atau temponya atau ukuran
manfaat sewaan dan sebagainya, sedangkan tidak ada saksi atau
keterangan lain yang dipertanggungjawabkan, maka kedua
belah pihak harus bersumpah.*®

d. Prinsip 7jarah
Pada hakikatnya yang ada dalam sewa-menyewa sama dengan
prinsip dalam bermu’amalah karena semua prinsip dipakai dalam

bidang mu’amalah lainnya, adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

36 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta,1992), 424.
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melainkan mendatangkan kerugian, seperti jual beli yang
mengandung r7ba’, sewa-menyewa dan barang tersebut tidak
bisa diambil manfaatnya. Kedua contoh transaksi tersebut
adalah dilarang oleh hukum Islam.

Mu’amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung
unsur paksaan.

Mu’amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan
manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat.
Mu’amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan,

menghindari kecurangan.

B. Transaksi yang Dilarang dalam Akad

Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita mengenal kaidah. Pengertian

dari kaidah adalah berasal dari kata Qawaid merupakan bentuk jamak dari

gaidah, yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kaidah

yang berarti aturan atau patokan. Dalam bahasa Arab, kaidah memiliki

banyak arti diantaranya: a/-asas (dasar atau pondasi), al-ganun (peraturan

dan kaidah dasar), a/-mabda’ (prinsip) dan al-nasag (metode atau cara).

Dapat disimpulkan bahwa kaidah secara bahasa artinya tidak akan keluar

dari dasar atau tempat sesuatu, patokan atau ukuran sebagai pedoman
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yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang kecuali yang ada
ketentuannya didalam al-quran dan al-hadith. Hal ini sesuai dengan kaidah

figih:

PRI PR WA

Artinya: “Hukum asal ibadah adalah haram (sampai adanya dalil ).” **

Hal ini diperkuat dengan Ulama Syafi’i berkata mengenai kaedah yang
kita kaji saat ini:
Jibsd sl 3 LI
Artinya: “Hukum asal ibadah adalah rawagquf(diam sampai datang
dalil).”’

Dalam dalil ini dijelaskan bahwa jika tidak ada dalil, maka suatu
amalan tidak boleh dilakukan. Itu artinya asal ibadah adalah haram sampai
ada dalil yang memerintahkan.

Sedangkan dalam urusan mu’amalah semuanya diperbolehkan kecuali

ada dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah figih yang berisi:

a3 e P L G Gyl g Y
Artinya: “Hukum asal dari sesuatu (mu’amalah) adalah mubah sampai ada
dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).”*

Ini artinya, ketika ada bentuk transaksi atau kebiasaan yang muncul

dalam bermu’amalah dan belum dikenal sebelumnya didalam Islam, maka

"Fardihus, “Kaidah-kaidah Hukum Islam” dalam http://bahankuliyah.blogspot.com/2014/05/
kaidah-kaidah-hukum-islam.html, diakses pada 3 Mei 2015.

¥ AW. Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: CV. Rajawali, 1993), 21.

%% Ibnu Hajar, “Fathul Bari”, Juz I, 43. Dalam AW. Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam ..., 23.
“ AW. Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam ..., 25.
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Penyebab sebuah transaksi menjadi terlarang ditentukan oleh faktor-
faktor berikut:*!
1. Haram dzat nya
Transaksi dilarang karena objeknya terlarang. Contohnya
minuman keras, bangkai, babi, dan lain lain. Dengan demikian jika
terjadi transaksi jual beli barang-barang haram tersebut dengan akad
murabahah, secara otomatis transaksi ini menjadi haram.
2. Haram selain dzatnya
Transaksi dianggap terlarang meski objeknya tidak haram
dikarenakan melanggar dua prinsip, yaitu:
a. Melanggar prinsip "’ An Taradin Minkum"
Yang dimaksud adalah adanya sebuah keadaan rela sama rela
sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Hal ini

sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 29:

T/,,& L SE

| el ey SO i 2l
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara

“"Muhammad Hafiz, “Identifikasi Transaksi Terlarang”, dalam http:/belajar-ekonomi-
islam.blogspot.com/2011/03/identifikasi-transaksi-terlarang.html, diakses pada 3 Mei 2015.
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Artinya: “Hukum asa] dalam transaksi aa’a]ab kendbaan Kedua
belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang
dilakukan.”

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh
karena itu, transaksi dianggap sah apabila didasarkan kepada
keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila
salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga
merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai,
tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang
keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti
pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena
barangnya terdapat cacat.

Ungkapan yang lebih singkat dari Ibnu Taimiyah:

u’ .u\&l\ Lp) .:ij\ ¢ y\!\
Artinya: “Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah plhak

b. Melanggar prinsip "/a tazhlimuna wa la tuzhlamuna"
Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-

Baqgarah ayat 279:

* Departemen Agama RI, a/-Qur’an dan Terjemahannya,..., 83

* Supian, ‘Prinsip, Asas, dan Kaidah Mu’amalah”, dalam http://langkahsupian.blogspot.com/
2012/05/prinsip-asas-dan-kaidah-figih-muamalah.html, diakses pada 3 Mei 2015.
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Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa
riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan
memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba),
maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak
(pula) dianiaya.”**
Yang dimaksud adalah didalam sebuah transaksi jangan
menzalimi dan dizalimi. Tidak sah (lengkap) akadnya
Suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori haram
dzamya ataupun haram selain dzamya, tidak serta merta
menjadikan transaksi tersebut halal. Masih ada kemungkinan bila
akad atas transaksi tersebut tidak sah atau tidak lengkap. Suatu
transaksi dapat dikatakan demikian jika:
1) Rukun dan syarat tidak terpenuhi
Terdapat kaidah yang menjelaskan tenntang hal ini.
Kaidah tersebut berbunyi:
“Semua hukum ilmu dan amal tidak sempurna kecuali dengan
dua peerkara: terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada
penghalangnya.”®
Makna kaidah di atas adalah semua hukum baik yang

berhubungan masalah ilmiah maupun amaliah tidak sah dan

tidak sempurnaa kecuali apabila terpenihi semua rukun dan

* Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya,..., 47.
* AW. Khallaf, Kaidah-Kaidah..., 31.
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Ta'allug

Ta’allug adalah  ketergantungan akad dengan akad
lainnya. Kesahihan suatu akad tidak boleh ada ketergantungan
dengan akad yang lain. 7a’allugterjadi bila kita dihadapkan
pada dua akad yang saling dikaitkan, di mana berlakunya akad
satu tergantung pada akad dua.
Terjadi dua akad dalam satu transaksi

Haramnya melakukan melakukan dua akad dalam satu
transaksi jelas maksut dan tujuannya. Tujuannya untuk
menghindari  ketidakjelasan harga. Ketidakjelasan harta
berpotensi menimbulkan perselisihan diantara kedua belah

pihak.
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